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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah yang bertugas memperkuat, mengoordinasikan, dan
menyesuaikan program pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan bertugas melaksanakan urusan
kepemudaan. Pemerintah memperhatikan tugas-tugas yang berkaitan dengan isu-
isu terkait pemuda saat menjalankan tugasnya, yang mencakup pengadaan layanan,
regulasi, pembangunan sosial, representasi, serta koordinasi dan perencanaan
(Adisasmita, 2014: 14). Studi ini menggambarkan adanya kepentingan dan
kebutuhan akan kejelasan serta strategi dalam menjalin hubungan antara entitas
pemerintah dan kelompok pemuda. Keterlibatan kedua belah pihak yang bekerja
secara kolaboratif sebagai mitra sangatlah penting dalam rangka mewujudkan
berbagai upaya pembangunan yang dikehendaki.

Dalam konteks pembangunan lintas sektor kehidupan sosial, nasional, dan
negara, pelayanan kepemudaan diharapkan memiliki suatu lembaga yang
menyelenggarakannya. Lembaga ini berperan sebagai suatu kerangka struktural
yang mengatur pelaksanaan beragam tugas dan aktivitas dalam upaya mencapai
tujuan kolektif. Millet dalam (Syafiie & Welasari, 2015). Karang Taruna merupakan
salah satu organisasi kepemudaan di tanah air yang menggunakan struktur

organisasi yang mencakup jangkauan geografis yang luas.



Karang Taruna adalah sebuah entitas yang bertindak sebagai mekanisme
inklusi sosial bagi anggota masyarakat, khususnya para pemuda berusia antara 13
45 tahun, yang berada di wilayah pedesaan atau perkotaan, sesuai pedoman yang
dituangkan dalam Peraturan Pemberdayaan Karang Taruna Menteri Sosial nomor
23 Tahun 2013 (Peraturan tersebut). Pemberdayaan melalui Karang Taruna
merupakan prosedur yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan meningkatkan
kemampuan, peluang, dan otoritas dalam memanfaatkan beragam aset yang
tersedia. Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, Karang Taruna
membantu mengatasi kendala dan memaksimalkan potensi.

Karang Taruna bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi pemerintah
dalam upaya melaksanakan pelaksanaan pemberdayaan ini, memikul tanggung
jawab dalam menyusun program pengembangan potensi generasi muda serta
meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merujuk pada
kondisi di mana kebutuhan materi, rohani, dan sosial individu-individu yang
tergabung dalam masyarakat terpenuhi dengan memadai, sehingga mereka dapat
menjalani kehidupan yang bermartabat dan mengoptimalkan kemampuan yang
dimiliki. Dalam menjalankan fungsinya, Karang Taruna memiliki peran yang
beragam yang dapat disusun sebagai berikut berdasarkan bahasa ilmiah penelitian:
1) Karang Taruna memainkan peran kunci dalam inisiatif untuk mencegah masalah
kesejahteraan sosial, terutama yang mempengaruhi generasi muda; 2) Karang
Taruna bertugas melaksanakan program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan
jaminan sosial serta memberikan layanan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh

anggota masyarakat, khususnya generasi muda.; 3) Karang Taruna berperan dalam



memajukan usaha ekonomi yang produktif; 4) Karang Taruna bertugas untuk
membina, menjunjung tinggi, dan meningkatkan rasa kesadaran dan kewajiban
sosial yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, khususnya generasi muda agar
berperan aktif dalam mengupayakan kesejahteraan sosial.; 5) Karang Taruna
berkontribusi dalam mengembangkan, melestarikan, dan memperkuat kearifan
lokal; serta 6) Karang Taruna memiliki peran penting dalam menjaga semangat
kebangsaan.

Pengorganisasian inisiatif pemberdayaan Karang Taruna dalam suatu
daerah bertujuan untuk memacu, memperluas, dan mendorong keterlibatan Karang
Taruna dalam pelaksanaan inisiatif bakti sosial yang diharapkan masyarakat dapat
mengatasi tantangan pembangunan baik di bidang ekonomi maupun sosial. Wilayah
administratif Kelurahan Lubang Buaya mengalami permasalahan yang belum
berhasil diselesaikan dalam bidang kesejahteraan sosial, terutama terkait isu
strategis kemiskinan. Data empiris mengindikasikan bahwa angka kemiskinan di
wilayah tersebut pada periode 2017-2022 mencatatkan tren penurunan yang masih

relatif lambat.



Tabel 1. 1
Presentase Penduduk Miskin Dari Tahun 2017 - 2022

Presentase Penduduk Miskin Dari Tahun
2017 - 2022

2017 2018 2019 2021 2022

m Presentase Penduduk Miskin Dari Tahun 2017 - 2022

Sumber : BPS Kota Jakarta Timur 2022
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah
Jakarta Timur mengalami variasi meskipun pemerintah telah melaksanakan
berbagai program untuk mengurangi kemiskinan. Dalam kenyataannya, tantangan
yang belum teratasi tampak masih ada baik dalam skala nasional maupun lokal.
Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap rasio demikian di Kota Jakarta
Timur mengungkapkan adanya fluktuasi yang tidak konsisten dalam penurunan
angka kemiskinan dari tahun 2017 hingga 2022. Nilai rasio tersebut secara

berurutan adalah 0,31, 0,32, 0,34, 0,35, dan 0,4 (BPS, 2022)
Berdasarkan informasi yang diberikan pada tahun 2022 oleh Badan Pusat
Statistik (BPS), sektor industri pengolahan dapat diidentifikasi sebagai sektor
krusial yang secara signifikan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

di wilayah Kota Jakarta Timur. Dalam konteks ini, sektor industri pengolahan



memberikan kontribusi sebesar 39,78% terhadap pertumbuhan ekonomi yang
terjadi di wilayah tersebut. Setelah itu, sektor reparasi kendaraan bermotor dan
sepeda motor, yang termasuk dalam sektor perdagangan besar dan eceran, memiliki
kontribusi sebesar 14,45% terhadap output ekonomi. Sebaliknya, sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan berpartisipasi sebesar 13,15% dalam ekonomi. Meskipun
data statistik menunjukkan adanya angka kemiskinan yang signifikan, pencapaian
tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan dalam mengurangi
tingkat kemiskinan di Kota Jakarta Timur. Berdasarkan hal tersebut, dapat
disimpulkan bahwa keberhasilan mengatasi permasalahan kemiskinan tidaklah
semata-mata tergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif (Hasibuan
et al, 2019). Dalam konteks ini, Kecamatan Cipayung, yang merupakan kawasan
urban dengan sektor industri yang berkembang pesat di wilayah Jakarta Timur,
menghadapi tantangan yang substansial berupa tingginya tingkat pengangguran.
Implementasi pemberdayaan karang taruna dapat memiliki dampak positif terhadap
angka pengangguran dengan mengembangkan keterampilan dan meningkatkan
daya saing melalui pelatihan dan dan pendidikan. Pemberdayaan karang taruna
dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui kegiatan kewirausahaan dan
mengurangi angka pengangguran dengan memberdayakan anggotanya untuk

menciptakan lapangan pekerjaan.



Tabel 1.2

Jumlah Perusahaan Menurut Skala Usaha di Kecamatan Lubang

Buaya.
No Skala Usaha Jumlah Usaha
L Usaha Mikro Kecil 15.600
2 Usaha Menengah Besar 354

Sumber : BPS Sensus Ekonomi 2022

Kelurahan Lubang Buaya di Kecamatan Cipayung menonjol sebagai
wilayah dengan kehadiran Karang Taruna yang paling melimpah, tercatat sebanyak
30 lembaga Karang Taruna. Namun, prevalensi tingkat pengangguran di wilayah
ini masih menunjukkan angka yang signifikan, dengan jumlah individu yang belum
berhasil memperoleh pekerjaan sebanyak 1.356 jiwa, seperti yang tercatat oleh
Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur. Walaupun pemuda memiliki peranan
signifikan dalam meningkatkan pendapatan, sebagaimana yang terungkap dalam
kajian yang dilakukan oleh Manik, mereka secara demografis dan ekonomis
merupakan sumber daya yang mampu mempercepat proses pembangunan. Namun,
tidak dapat diabaikan bahwa pemuda juga berpotensi menjadi beban, sehingga
penanganan yang efektif terhadap populasi pemuda sangatlah penting (Manik,
2016).

Mayoritas penduduk muda Indonesia belum termanfaatkan secara
maksimal, menurut kajian Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), akibat
kurangnya akses kesempatan kerja yang memenuhi standar yang ditetapkan.
Penelitian ini menegaskan bahwa upaya untuk meningkatkan kemitraan merupakan

suatu aspek yang sangat penting bagi organisasi Karang Taruna. Tujuan ini masih



dapat dicapai melalui kolaborasi dengan industri lokal yang ada, sehingga
berpotensi untuk menghasilkan dampak positif berupa terciptanya peluang kerja
baru bagi masyarakat lokal. Selain itu, melalui optimalisasi pemberdayaan, terdapat
potensi untuk mengembangkan peluang usaha ekonomi yang produktif serta
meningkatkan pertumbuhan sumber daya. Namun, disayangkan bahwa potensi
tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Karang Taruna.

Menurut peraturan Menteri Sosial Bab V ayat (2) pemberdayaan karang
taruna dilakukan melalui penilaian terhadap aspek organisasi dan kepengurusan,
Sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, administrasi, kemitraan dan
program kegiatan. Penentuan tersebut dilakukan oleh Dinasi sosial daerah
kabupaten/kota berdasarkan instrument penetapan klasifikasi karang taruna.
Penetapan melibatkan pengurus karang taruna dari kecamatan, kabupaten/kota dan
provinsi. Hasil penetapan akan diklasifikasi secara periodik.

Dalam konteks eksistensi generasi muda sebagai elemen kunci dalam
mendorong kemajuan nasional, diperlukan sebuah inisiatif pemberdayaan yang
berfungsi sebagai penghubung antara generasi muda dan pembangunan nasional.
Mengingat pentingnya menghindari ketidaksalingpahaman dalam kehidupan sosial
yang dapat menimbulkan risiko, peneliti yang terinspirasi dari latar belakang
tersebut tertarik untuk meneliti dan mengusulkan judul " Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan Karang Taruna di Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung

Kota Jakarta Timur.”.



B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan premis yang telah dikemukakan sebelumnya, ditemukan
bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi:

1. Kegagalan dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan: Meskipun telah
dilakukan berbagai upaya pemberdayaan, termasuk melalui Karang Taruna,
namun masih terjadi fluktuasi yang tidak konsisten dalam penurunan angka
kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-
upaya yang dilakukan belum mencapai efektivitas yang diharapkan dalam
mengurangi tingkat kemiskinan.

2. Ketidaksesuaian Antara Program Pemberdayaan dengan Kebutuhan Lokal:
Meskipun Karang Taruna telah bekerja sama dengan masyarakat dan
organisasi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan, namun belum
ada keberhasilan yang signifikan dalam menangani masalah-masalah sosial
yang ada di wilayah Lubang Buaya. Hal ini menunjukkan kemungkinan
adanya ketidaksesuaian antara program pemberdayaan yang dilaksanakan
dengan kebutuhan nyata masyarakat setempat.

3. Minimnya Keterlibatan Industri Lokal dalam Pemberdayaan Karang
Taruna: Sektor industri pengolahan, yang menjadi sektor krusial dalam
pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta Timur, belum sepenuhnya terlibat
dalam upaya pemberdayaan Karang Taruna. Kurangnya keterlibatan ini
dapat menghambat potensi Karang Taruna dalam menciptakan peluang

kerja baru dan mengatasi tingkat pengangguran di wilayah Lubang Buaya.



4.

Krisis Identitas dan Peran Karang Taruna: Terdapat potensi krisis identitas
dan relevansi peran Karang Taruna dalam masyarakat. Meskipun memiliki
peran yang beragam, namun belum terlihat secara jelas bagaimana Karang
Taruna mampu mengatasi tantangan-tantangan pembangunan sosial dan
ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Kurangnya Evaluasi dan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Program:
Belum adanya evaluasi dan pemantauan yang sistematis terhadap
pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna dapat menghambat
upaya perbaikan dan peningkatan efektivitas program. Tanpa adanya data
yang akurat dan komprehensif, sulit untuk mengevaluasi sejauh mana
program-program tersebut telah berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan

mereka.

C. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana Karakteristik masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan
Karang Taruna di wilayah administrative Kelurahan Lubang Buaya ?
Bagaimana karakteristik kebijakan dalam pemberdayaan Karang Taruna di
wilayah administratif Kelurahan Lubang Buaya ?

Bagaimana kondisi lingkungan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan

pemberdayaan Karang Taruna di Kelurahan Lubang Buaya?
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D. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan masalah yang perlu diperhatikan
mengenai implementasi upaya pemberdayaan di Kelurahan Lubang Buaya,
yang berlokasi di Kecamatan Cipayung, di wilayah administratif Kota
Jakarta Timur.

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan cara menginvestigasi karakteristik
kebijakan yang terkait dengan upaya pemberdayaan Karang Taruna di
wilayah administratif Kelurahan Lubang Buaya

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan cara menganalisis kondisi
lingkungan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan

Karang Taruna di Kelurahan Lubang Buaya

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam beberapa

aspek yang diharapkan, termasuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi

berbagai stakeholders, baik dari segi teoretis maupun praktis.

1) Secara Teoretis

a.

Diharapkan bahwa partisipasi intelektual yang inovatif dan eksploratif
serta pemahaman yang mendalam akan mampu dikomunikasikan secara
efektif dalam konteks ilmu Administrasi Publik.

Tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan sebuah karya ilmiah
yang memiliki nilai akademik dan dapat berfungsi sebagai referensi bagi

komunitas akademik.
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2) Secara Praktis

a. Bagi Penulis
Studi ini dilaksanakan untuk menerapkan konsep yang telah diperoleh
dengan tujuan menghasilkan manfaat yang signifikan dalam pengembangan
pemahaman.

b. Bagi Pemerintah
Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi
otoritas lokal dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan Peraturan Menteri
Sosial nomor 23 tahun 2013 yang berkaitan dengan pengembangan Karang
Taruna.

c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data yang bermanfaat bagi
masyarakat serta meningkatkan pemahaman tentang upaya pemberdayaan

Karang Taruna.

F. Kerangka Pemikiran

Terdapat beragam kelompok yang telah mengembangkan serta menerapkan
sejumlah teori implementasi sebagai landasan dalam proses pelaksanaan kebijakan.
Studi ini menganut teori yang diajukan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagaimana
yang tercatat dalam Nawawi (2009) yang menyampaikan bahwa terdapat tiga
kategori variabel yang memengaruhi kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Ketiga
kategori variabel tersebut mencakup:

1. Karakteristik Masalah



(@)
(b)
(©)

(d)

12

Hambatan yang ditemui dalam menghadapi isu ini;

Diversitas populasi yang menjadi fokus penelitian;

Persentase populasi yang merupakan kelompok sasaran dibandingkan
dengan jumlah keseluruhan populasi;

Jangkauan dan luas perubahan perilaku yang diinginkan dalam

kelompok sasaran.

Karakteristik Kebijakan

(a)
(b)

(©

(d)

()

()

(9)

Keterangkuman konten kebijakan yang dijalankan;

Pendukung teoritis yang menguatkan kebijakan tersebut secara
konseptual dan empiris;

Menugaskan personel, perlengkapan, dan teknik yang diperlukan untuk
mendukung implementasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan;
Bantuan dan semangat dari berbagai organisasi yang bergerak dalam
implementasi kebijakan.;

Kejelasan dan kesesuaian peraturan lembaga saat ini yang digunakan
untuk mengimplementasikan kebijakan;

Personel yang bertugas melaksanakan kebijakan telah menyatakan
komitmen;

Keterlibatan organisasi luar dalam penerapan kebijakan.

Lingkungan Kebijakan

(@)

(b)

Faktor-faktor yang mempengaruhi sosial ekonomi dan perkembangan
teknologi dalam masyarakat;

Tingkat dukungan yang diberikan oleh masyarakat umum;
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(c) Sikap yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok pemilih dalam

masyarakat;

(d) Tingkat komitmen dan keterampilan aparat pemerintah dan pelaksana

kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Berdasarkan tiga variabel yang diajukan oleh Mazmanian dan Sabatier,

terbentuklah suatu kerangka pemikiran yang menjadi landasan utama penelitian ini.

Kerangka tersebut dijabarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013
Tentang Pemberdavaan Karang Taruna

)

Terdapat tiga kategori variabel yang memiliki dampak terhadap tingkat keberhasilan
dalam pelaksanaan suatu kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan
Sabatier, sebagaimana yang dilaporkan oleh Nawawi (2009: 145):

\

1. Karakteristik masalah
2. Karakteristik kebijakan
3. Lingkungan kebijakan

J

[ Pemberdayaan Karang Taruna ]

v

[ Tujuan dan Fungsi Karang Taruna ]




